
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Ort Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Oaerah 
Propinsi Sumatera Utara {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1092); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tiihun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran . Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 
188.34/ 1464/ SJ, tanggal 30 April 2009 perihal Pertimbangan 
Menteri Keuangan atas Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Retribusi lzin Pertambangan Daerah telah dibatalkan, 
dengan alasan sesuai dengan PasaJ 2 ayat ( 1} . huruf b Undang­ 
Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan 
Pajak dan Lampiran II A angka 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 
Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang 
tariff atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada 
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, bahwa kegiatan 
usaha pertambangan golongan A dan B telah dikenakan pungutan 
pusat (PNBP) berupa iuran tetap/ landrent dan iuran ekspJotasi dan 
eksplotasi/royalty dan hasil penerimaan Negara berupa PNBP dibagi 
hasilkan kepada daerah melalui Dana Bagi Hasil Landrent dan 
Royalty; 

b. bahwa Retribusi lzin . Pertambangari Daerah tidak diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daereh; · 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Retribusi lzin Pertambangan Daerah. 
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3. Undang-Undang. Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3699); ·:· 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor . 53, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah ·(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125,-Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 

. Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan ' Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lernoaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan­ 
Ketentuan Pokok Pertambangan ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1969 · Nomor 60, -Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2916) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 
Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan 
( Lembaran Negara . Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 · Tahun 1973 tentang Pengaturan 
dan Pengawasan Keselamatan Kerja dibidang Pertambangan 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan 
Bahan-Bahan Galian ( Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 
1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3174); 

11. Peraturan Pemerintah Nornor 27 Tahun 1999 tentang Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3838); . 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusl 
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 

. 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 
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Pamatanq Raya 
~Cit'etv1 ~R 2010 

.~fm~~ERAH KABUPATEN SIMALUNGUN, 
G.-.,0 

J. RSARAGIH 

dto. 

Ditetapkan di Pamatang Raya 
pada tanggal 1 Nopember 2010 

BUPATI SIMALUNGUN, 

Agar setiap orang mengetahuinya, "rnernerlntahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Simalungun. 

Peraturan Dae rah ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan. 

Pasal2 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Retribusi lzin 
Pertambangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun 
T ahun 2004 Nomor 1 Seri B Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal 1 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN 
PERTAMBANGAN DAERAH. 

BUPATI SIMALUNGUN 

MEMUTUSKAN: 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN 

dan 

Dengan Persetujuan Bersama 

13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pernerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran 

· Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

14.Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran 
Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri D Nomor 
16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun 
Tahun 2010 Nomor 3 Seri D Nomor 3); 


